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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dalam bab pembahasan 

sebelumnya, maka dalam bagian penutup ini dapat disimpulkan bahwa: 

(a) Apa yang terjadi dalam hal mengenai pemotongan upah yang 

dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tidak dapat dibenarkan 

menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan tidak 

sah atau dianggap batal demi hukum oleh karena pemotongan upah 

yang terjadi tidak dimuat dalam perjanjian kerja maupun perjanjian 

lainnya. 

(b) Hal ini telah melanggar dan sangat merugikan hak pekerja/buruh oleh 

sebab haknya sebagai pekerja/buruh telah direnggut secara sepihak 

tanpa adanya kesepakatan mengenai pemotongan upah terlebih 

dahulu. Selain itu juga bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tentang 

Ketenagakerjaan Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2015 Tentang Pengupahan sebagaimana dinyatakan dan 

dengan demikian perusahaan melakukan pelanggaran dan harus 

ditindak secara tegas oleh hukum yang mengaturnya.  
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2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka saran yang dapat 

dipaparkan: 

(a) Bagi pemerintah supaya melakukan perubahan pada Peraturan 

Pemerintah Pasal 57 ayat (1) tentang Pengupahan agar ketentuan 

dalam pasal tersebut tidak kabur mengenai upah apakah yang dapat 

dipotong oleh perusahaan. 

(b) Bagi Pekerja/Buruh bahwa apabila terjadi perselisihan hak mengenai 

pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan 

maka sebaiknya penyelesaian dilakukan secara bipartit (musyawarah 

mufakat) tanpa melibatkan pihak lain. Supaya penyelesaian 

perselisihan terhadap pekerja/buruh dapat diselesaikan secara 

kekeluargaan dan dapat menghasilkan penyelesaian yang saling 

menguntungkan. 

(c) Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti tentang jenis upah apakah yang 

dipotong karena pemotongan yang dilakukan perusahaan tidak 

berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. 
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